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DANPENGAWAS PEMILIHANU

PATEN PADANG PARIA

U

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG
KORONG RIMBO DULANG-DULANG
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Nomor $42 /PM.00.02/K.SB-05/10/2024 Pauah Kamba, 2 Oktober 2024
Sifat : Penting

Lampiran D

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

<

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12
Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024
tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota

B. Berdasarkan dasar hokum di atas sebagai langkah pencegahan pelanggaran dan

sengketa, pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, selanjutnya
dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) menyatakan "Gubernur dan
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota, pejabat
negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan
mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan’

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat
(1) dan ayat (2) menyatakan “ (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga
perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.(2) Anggota DPRD
kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota’

3. Bahwadalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 Pasal 53 ayat
(1) sd (3) berbunyi:

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,
pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan
mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi
pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama
Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;

b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan

c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau
Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat memastikan bahwa anggota DPRD
yang ikut melaksankan kampanye sudah mendapat izin cuti sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

AZWAR MARDIN

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;



